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ABSTRAK

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan permasalahan yang
terjadi dalam proses penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara
(APBN) yang dapat menghambat penyerapan anggaran dan menimbulkan dana
menganggur (idle cash). Meskipun jumlah keterjadian retur cenderung menurun,
nominal saldo retur di KPPN Surabaya Il masih menunjukkan fluktuasi sehingga
memerlukan analisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-
faktor penyebab retur SP2D dan prosedur penyelesaiannya, serta menentukan faktor
dominan penyebab retur SP2D di KPPN Surabaya II.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan
studi kasus. Data diperolen melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
terhadap data monitoring retur SP2D tahun 2021-2024 pada KPPN Surabaya 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab retur SP2D
meliputi adanya rekening tidak aktif, nomor atau nama rekening berubah, nomor
atau nama rekening salah atau tidak sesuai, dan gangguan bank operasional. Faktor
yang paling dominan berasal dari satuan kerja, khususnya pada kesalahan dalam
penulisan nama dan nomor rekening. Prosedur penyelesaian retur SP2D di KPPN
Surabaya Il telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang
menganut pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
9/PB/2018, mulai dari penerbitan surat pemberitahuan retur, penyampaian surat
ralat oleh satuan kerja, hingga penerbitan kembali SP2D retur.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KPPN Surabaya 11 melakukan
pemetaan terhadap jenis kesalahan yang paling sering terjadi berdasarkan data
historis retur SP2D, serta meningkatkan sosialisasi dan pembinaan secara rutin
kepada satuan kerja. Selain itu, bagi satuan kerja, diperlukan penguatan sistem
validasi data rekening sebelum pengajuan SPM, peningkatan ketelitian dalam
penyusunan data, serta pemanfaatan teknologi perbankan seperti mobile banking
untuk verifikasi, data, sehingga keterjadian retur SP2D dapat ditekan seminimal
mungkin. '

Kata kunci: Faktor Penyebab, KPPN Surabaya 1l, Prosedur Penyelesaian, Retur
SP2D, Satuan Kerja
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ABSTRACT

Return warrant disbursement of funds (SP2D) is a problem that occurs in the
process of disbursement of funds from the state budget (APBN) which can inhibit
the absorption of the budget and cause idle funds (idle cash). Although the number
of returns tends to decrease, the nominal balance of returns in KPPN Surabaya Il
still shows fluctuations that require further analysis.

This study aims to analyze the factors that cause SP2D returns and settlement
procedures, as well as determine the dominant factors that cause SP2D returns in
KPPN Surabaya 1. This study uses descriptive qualitative methods with a case study
approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation
of SP2D return monitoring data for 2021-2024 at KPPN Surabaya I1.

The results showed that the factors that cause SP2D returns include inactive
accounts, account number or name changes, wrong or inappropriate account number
or name, and disruption of bank operations. The most dominant factor comes from
the work unit, especially on errors in writing the name and account number. The
procedure for completing SP2D returns at KPPN Surabaya 11 has been carried out
in accordance with Standard Operating Procedures that adhere to the Director
General of Treasury Regulation Number PER-9/PB/2018, starting from the issuance
of return notification letters, submission of error letters by work units, to the
issuance of SP2D returns.

Based on the results of the study, it is recommended that KPPN Surabaya I1
conduct mapping of the most common types of errors based on historical data of
SP2D returns, as well as improving socialization and regular coaching to work units.
In addition, for work units, it is necessary to strengthen the account data validation
system before filing SPM, increase accuracy in data preparation, and the use of
banking technology such as mobile banking for data verification, So that the
occurrence of SP2D returns can be reduced to a minimum..

Keywords: Causal Factors, KPPN Surabaya:ll, Settlement Pro"cedure, SP2D Return,
Work Unit
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